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Benang Kusut Pembahasan RUU
P@rﬂ@gmﬁ Catatan Buruk Kinerja
PR M@ng@mm dan i nga&ah

: Aspmaa '

Herni Stri Nutbayanti

Pada 30 Oktober 2008, Dewan Perwakilan Rakyac (DPR)
memutuskan untak tetap mengesahkan Undang-undang Pornografi
tetlepas dari adanya protes keras dan demonstrasi dari pelbagai kalangan
masyarakat serta dua fraksi yang walk-oxt dari proses pembahasan
tngkat pertama. Protes keras dari masyarakat dan sebagian anggsota
DPR it mempermasalahkan substansi dan proses pembahasan RUU
Pornografi.

RUU Pornografi ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dengan
nama RUU Ant Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) pada 23
September 2003 DPR periode 1999-2004. Kala itn, RUU ini dianggap
mengancam kebhinelkaan budaya Indonesia dan perlindungan hak-hak
perempuzn sehingga memperoleh kritik keras dari masyarakat. DPR
kemudian memutuskan untuk “menarik” dan menyusun kembali draft
RUU APP.

RUU ini dimasukkan kembali pada Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) DPR periode 2005-2009. Panita iKhusus (Pansus) RUU
APP terbentuk pada 27 September 2003, selanjutnya Tim Perumus
merampunglkan Naskah Akademik dan RUU Pornografl pada 13
Desember 2007, Naskah barw ini menghilangkan kata “pornoaksi”
schingga namanya menjadi RUU Pornografi dan disahkan oleh Pansus
pada 4 juli 2007. Ada dua naskah RUU vang dibahas di DPR, yaitu dazi
DPR dan Pemerintah. Secara garis besar, idak ada perbedaan yang cukup
besar antara RUU dari DPR dan Pemerintah, dilihat dari perspektif
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dan:pendekatan menyelesaikan masalah pornografi yang digunakan.
Ixeduanya berangkat: dasi-persoalan degradasi moralitas dan budaya
b'mgsa dengfm memberi penekanan pada pemberian sanksi pidana. -

- Meski telah dlpelbalki RUU Pornografi in1 kembali menimbulkan
-kontrm ersi.dan friksi, baik di masyarakat thaupun DPR. Fraksi Partal
‘Demokrasi Indonesla Pex;uaugan (F-PDIP) dan Fraksi Partai Damai
'.'Se)ahtera (F- PDS) sempat melakukan walk-ox1, meski tindakan ini ddak
_ berpengmlh signifikan terhadap proses pembahasaa yang terus berjalan.

Selaia itw, beberapa kelompok masyarakat; baik yang pro.maupun kontra,

juga turut mewagrnal: proses pembahasan ~Tarik-menarik kepentingan
kelompok ini begit kuat sehmgga proses pembahasm sarat dengan
kepentmoan politk. :

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimanakah DPR mengelola
berbagai kepentingan dan aspirasi ini? Apa metode yang digunakan
DPR dalam mengelola dan mengolah aspirasi? Dan apa pengaruhnya
terhadap hasil akhir RUU Pornografi yang disahlan? Untuk menjawab
pertanyaan tersebut, tulisan ini berusaha menelusuri kepentingan-
kepentingan masyarakat vang muncul sclama proses pembahasan.
Selanjutnya, tulisandni akan mencoba melihat bagaimana posisi hasil UU
Pornografi yang disahkan dibandingkan dengan kritkan dan masukan
dart ketiga kelompok kepentingan tersehut.

A. Legislasi sebagai Proses Politik

Partai
Palitik
Parlemen Pemerintah
Nasional "
L okal

" Kelompok
Keagamaan

Keluaran:
Kebijakan
Peraturan

Faktor ldeologi,
Budaya, Sosial,
dan palitik

Perundang-
Undangan

Kelompok
Kepentingan

Crganisasi Peremuan

Kelompok
Pekerja Seni
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wPeraturan: perundang-undangan pada dasarnya adalah produk
hulium, sosial dan politik. Sebagai produls politik; peraturan perundang:

- undangan merupakan hasil: kompromi antar kepentingan. pasa pihak.
yangtérlib'at'daiam prosesnya. Sehingga, peraturan perundang-undangan
yang dihasilkan‘adalah sed1men£'151 dari hasﬁ Lompmlm dan pertar rungan '

' -}gepcnmngan LT L : emin
| “Kentalnya-faktor politik- dalam pembahasan RUU Pomosgmﬁ_ _
membuat patameter kinerja DPR. yang disebutkan oleh Danjel

Dhakidac! menjadi penting dan-relevan, yaitu kepekaan politik-dan
kemampuan teknis. Kepekaan politik-bicara soal kemampuan untuk

memahami, menghayati dan memberikan svatu compassion tethadap
persoalan, pergumulan dan nasib suatu bangsa dan konstituen yang
diwakilinya. “‘Kemampuan' tekais menyangkut kemampuan mengelola
dan mengolah aspirasi pada saat pen}msunan konsep dan pembahasan
unchng—undang : :

- Dalam konteks pembahasan RUU Pornografi, kepekaan pohu}\
berkaitan dengan kepurusan DPR memilih momen menjelang akhir masa
bertugas mereka dan di teagah kesibukan persiapan menjelang pemilu
untuk membahas dan mengesahkan RUU Sementara kemampuan teknis
berkaitan tidak saja dengan bagaimana DPR membulka keran partisipasi
publik dalam proses legislasi, namun juga bagaimana DPR mengelola
dan mengolah aspirasi publik, terutama bila ada pelbagai kepentingan
publik yang berbeda-beda. :

A. Tiga Kelompok Kepentingan dalam Pembahasan RUU
Pornografi

Persoalan pengaturan pornografi hampir selalu memicu perdebatan
dari beberapa kelompok dengan posisi vang berbeda-beda. Dilthat dari
kepentingannya, setidalknya ada tiga kelompok, vaitu pertwma, kelompols
yang menyuarakan masalah pornografi dengan persoalan moralitas
agama dan bangsa; kedna, kelompok yang menyuarakan RUU pornograf
sebagai ancaman terhadap keragaman suku bangsa dan budaya serta hak
individu; &eigs, kelompok yang menyuarakan kepentingan perempuan
dalam RUU Pornografi.

' Daniel Dhakidae, “Dewan Perwakifan Rakyat dan Kemampuan Mengolzh Kuasa
Wicara,” dalam F. Harianro Sanvoro (ed), Wajeh Dewan Perwakilan Rakyat Republif

Indonesia Pesiiiban Useane 1999, (Jakarta: Kompas, 2000, hlm, xxv,
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1. Kelompok Kepeﬁtmgan Pendulamg Perbaikan Moral

il __Ixe:lompok l\epenungm pertama mengutk&n persoalan pornogmh
dengaﬂ kesusilaan’ dan moral.’ Pomogmﬁ dilthat schagai. salah satu
'-.dampfﬂx negatlf dari globﬂhbam yang: terbukti merusak moral bangsa

- yang beradab, utamanya perempuan-dan: ElIl‘lex anak. [Kelompolkiai tidak
:S’qa mendukung perlum a pelfzmnﬁaﬁ toral akses angk terhadap materi-

“materi pomowran yang’ didistribusikan’ melalui’ pelbagzu ]cms mcdla_

) namun juga pexbmkan moral dan’ qkhhk bfmasq : d

Tu]uan uy Pomogmﬁ adalah mehndumm Laum pelempufm
dari. plhak-plhah yang-justru; merendahkan kaum perempuan dengan
dijadikan-obyek komexsialisasi seks serta melindungi moral anak-anale
dari bahayapornografi. RUU Pornografi dianggap menjadi penting

karena peraturan perundang-undangan yang ada dianggap belam cukup
untul dijadikan tautan dalam melakukan penindakan pornografi. Oleh
karena jtu, perlu ada RUU Pornografi yang mengenakan sanksi yang
;alqs dan keras bagi pelaku tindak pidana pornografi.

- Lebih jauh, isu moralitas dan akhlak bangsa ini juga menvzmqhut
pelsoalan agama, yaitu penerapan syariat slam: Salah satu tawatan konkric
solizst yang ditawarkan adalah pengaturan berpakaian. Satu kelompok
yang secarategas mengemukakan ini adalah Hizbut Tahiir Indogesia vang
mengeluarkan pernyataan resminya terhadap RUU Pornografy, yaitu:®

“Alan berbeda halnya bila RUU semacam ini dibuat berdasarkan
l«_etentuan sy'u,lah Maka definust tcntang pornografi dcngan mudah
-dibuat. Dan pasti tidak akan meayingoung agama lain, karena
- masalah-masalah yang terkait dengan keyakinan dikembalikan kepada
agama masing-masing, Baik yang berkaitan dengan tataperibadatan
‘maupun berpakaian. .
-1 sinilah pentngnya penempam syariah d1 tengah masyarakat.
: Sy 3,_1‘131’_1 akan memberikan pengaturan tentang berbagai hal secara jelas,
tegas dan konsisten untuk seluruh masyarakat, Tapi sekaligus tetap
menghargai adanya perbedaan akibar perbedaan keyakinan agama.
Dengan cara itu, kerahmatan yang dijanjikan dari penerapan syariah
itu bisa divjudkan.”

* Pernyataan Hizbut Taheir Indonesia “Weick terhadap RUU Pornografi”, Kantor
Jurubicara HTI Nomor 141/PU/T1/09/09 vany dikeluarkan pada 17 September 2008,

dinkses melalut http:/ /hizbut-tahrir.orid /2008/09/18/ ketile-terhadap-ruu-pornografi/
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I\@lOﬂ’lpOix ini membentuL Tun Pengawai RUU-APP MUL-Ortnas
~ Islamyang secara gencar melakukan aksi-aksi terhadap majalah-maj 311]:1' L
yang d;anggap potno seperti Playboy, Popular, FHM, ME, Maxim dan :
: -.flfunﬁya Pada intnya, 'mercka menyerukan agar individu yang terlibat
‘mulai dariartis atac model; penuhs ‘pemasang iklan, pei‘cetakan -
o -_'qgen fttau distmbutor penqecer atau pcn]ual ma)alah media Vang :

: __:jpenerbimn ma]afmh tersebut B'thﬂn merelxa pun mcl’xkukan szwqug j_.
o ke }apalx hqu penjual korasd tmh"&.d"ip maj jalah yang dianggap memuat-

muatfm pomogmﬁ (Deﬂk com; 13/4/2006). Kekerasan juga mewarnal
aksi‘ini, misalnya aksi protes terhadap terbitnya majalah Playboy yang
herujung pada tindakan pengrusakan (Kompas, 12 / 4/2006).

+Disisi lain, terdapat pelbagal variasi atau derajat dari tawaran yang
dla] ukan: oleh kelompok ixepemmgan pendukung perbaikan moral
dan akhlak. ‘Ada kelompok yang berusaha memberikan pemahaman
bahwa yang akan didorong adalah ¢ belpakfuan secara sopan” yang
tidak -memancing birahilawan jenisnya baik laki-laki dan perempuan.
Kelompok ini menyangkal anggapan masyarakat bahwa kelompok
vang mendukung RUU Pornografi-berusaha memaksakan kewajiban
berpakaian model Islami seperti Taliban.” Namun demikian, Lonsep
“berpakaian secara sopan” tidak dielaborasi lebih lanjut.

2. Kelompok Kepentingan Pendukung Keragaman Seni dan
Budaya serta Penghargaan terhadap Hak Individu
Kelompok kepentingan kedua adalah yang menolak RUU
Potnografi dengan alasan mengancam keragaman seni dan budaya serta
penghargaaan terhadap hak individu. Mereka memiliki beberapa alasan
penolakan selama proses pembahasan. RUU Pornografi dianggap tidak

ﬁ'.lampu mendefinisikan “potnografi” dan membedakannya dengan seni -

dan budaya. Definisi vang dibuat membuka peluang-peluang mulu-
interpretasi vang dapat memasukkan karya seni dan budaya menjadi
matet pornografi. RUU Pornografi menyasar juga pelaku atau individu-

* Pernyataan Tim Pengawal RUU-APE, MUIL-Crmas/Lembaga Islam, “Maklumat
Perang terhadap Pornografi & Pornoaksi: Lindungl Akhlag Bangsa, Wujudkan
Indonesia Bermartabat” tmtangg'll 13 April 2006, dibacakan di depan kantor redaksi
majalah Plavbaoy, Popular dan lapak-lapak penjual majalah di Jakarta.

“Salah satunya, bisa dilinat dalaim blog: hitp:/ /ravapprblogsome.com

94 April-Jeni 20008Edisi 19 - Tahun V BJENTERA




H f_:_rﬁj Syi NurbayantaBenang _I:x’;ps_u [ ___I_”_c;_xnbahgsa_n RUU Pornografi: ..

-individu yang terlibat: dalam proses pembuatan hingga pengguna materi
._pornogmﬁ Hal ini.tentu saja-membahayakan pekerja seni dan budaya

_.yang dlanogap telhbqt dqlqm materi pomogfaﬁ ‘Oleh. karena itu, RUU
Posnografi mengancam seni dan budaya warisan. bangsa Indonesia yang
sangat, beragam. serta menghqrnbat industri kreadf di Indonesia.

: '1\31 renz changg’tp n'lti'lgfiﬂC‘llTl seni dan budavanya Padabulan Oktober
- 2008 __Gubermu Bali secara resmi menyatal kan penolakanmm terhadap
: RUU Pornografi Lnepadfz Presiden dan DPR.? Hal senada juga diwtarakan

secara.resmi oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia.®

S{;:l_z_un ito, RU U.:Po_z.n__ogmf_i ini juga berusaha masul-\ ke ranah privat
dcn_ga?n_'_i’ncngenakan sanksi pidana bagl individu yang mengakses materi
pornografi.: Kerentuan ini tenm tidak mungkin untuk dilaksanakan
kecuali ada kontrol dan pengawasan yang:sangat otoriter dari Negara.
Selain itu, mengingat’ definisi pornografi yang saneat kabur, maka
pembuktiannya pun akan sangat sulit. Ketentuan ini juga tidak
menghargai hak-hak individu dewasa sebagai manusia vang memiliki
kesadaran, Pendekatan yang represif tentu menghambat proses ini dan
bisa dipastikan tidak akan efekiif. '

- Diskusi senada mengenai hak 1ndzvldu ini ]uga terj jadi d1 negara lain,
mengmgat pornografl adalah masalah klasik yang sudah ada scjak dahulu
dan dialami oleh banyak negara. Menurut Bernard L. Bonniwell (1971),
mengkonsumsi materi pornografi merupakan suatu perilaku yang
dibolehkan dalam derajat tertentu. Pornografi dianggap sebagai Iayaknya
“obat tertentun”, yang seccara sosial dapat diterima bila dikonsumsi
dalam dosis kecil dan sebaliknya dapat berakibat fatal bila dipakai
dalam dosis yang besar. Schingga, pengaturan pornografi meyangkut
persoalan menentukan tingleat pengawasan yang dipetiukan agar tereipta
kehidupan sosial. yang sehat, baik di tataran individu maupun bangsa.®
Folsus perdebatan pun pada umumnya mengenai bagaimana pengaturan

% Surat Gubernur Bali Nomor 4.11.4/7152/Hk tertangeal & Oktober 2008

* Pernyaraan Sikap Parisada Hindu Dharma Indonesia acas Rancangan Undang-
Undang tenwang Pornografi

" Bernard L.Bonniwell, The Secial Control of Pornography and Sexual Behavior.
Annals of the American Asadermy of Political and Social Science. Vol. 397, Seven Polarizing
Issues in America Today, (Sep., 19713, Hal, 97-104. Dizakses melalui situs heepr/ /ararw,
jstor.ozg/stable/ 1039022 pada 4 Juli 2008,

~ Bali merupalﬂn salah satu propinsi yang menolak RUU Pomograﬁ '

5 Jbid, hal, 98
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pomogmﬁ ita perlu dilakukan yang mf,ncrflrah ‘pada kompl omi bersama
-mengenai pengfzf_umn rn:uen pomocrmﬁ dilamnrr total dan pembat"asqn'
pada materi pornoomﬁ vang-boleh- dikonsumsi’ ciengm tentu sa;
' 'memmhatﬁ\’m pcrhnduncran terhadap ‘halk-Hak anak.”
Ixeboiehcm meml{mau poxnoomﬁ ini-didasari’ oleh teort hberal
dl mfma 2nusm memihl\; hals vmo di]amm oleh hukuin uniux '
_ mengemul\akaﬂ qp'L v'mg dlmgmlxanva meskipun hal tersebut filﬂn
: memmbulk'm konir ovel si pohtlk atau’ sosial. Pornografi dilihat scb’t&,a;. '
“hal ':vqncr sqmq-—peim’aman Atau {:‘Lspre‘u V'mcr d’tpai ménimbullan
kontroversi _sosial dan‘politiks meslqg)un ‘tidak ditempatkan pada
derajat 3 yarig persis sama. Jjikapusi sensor diberlakukan terhadap materi
pornografi, maka haruslah sensor yang bersifat substansial, misalnya
membatasi alxscsnya terutama untuk kepentingan anak-anak. Kebijakan
vang u%rﬁufn-ditcrapkan adalah menctapkan gero Zolerance terhadap
pornografi anak, termasuk pornografi yang meski mengguna!ﬂn modci
Omng dewasa namun menampilkan l\csm anak-anak. -

“T.ebih jauh, Ronald Dworkin (1981)” mengemukakan ‘dua jenis
argumentasi yang mendasar pemikiran pornografi sebagai suatu perilaku
vang dibolehkan. Pertama, goalbased sirategy, yaitu argumentasi yang
meéngemukakan bahwa meskipun publikasi dan konsumsi pornograf
adalah buruk untuk masyarakat secara keseluruhan, namun konsekuensi
yang muncul dari tindakan yang melarang dan menekan pornografi
secara total dalam jangka panjang justru akan membuat keadaan
masvfxmi;at menjadi lebih parah, Negara yang secara keras melarang
penggunaannya tethukd justun menunjuklan angka akses masyarakat
terhadap pornografi yang cukup tinggl. Kedua, righis-based stratogy yang
menganggap pelarangan dan pembatasan total terhadap pornografz

adalah sesuatu yang keliru karena melanggar moral individu ataa halk-hak
polidik warganegara yang melawan pelarangan dan pembatasan tersebut,
Di Inggris, sepertl yang tertuang pada Laporan Komite Kecabulan dan
Sensor Film atau dikenal dengan Willians Report (1979), kesepakatan
pembatasan ini adalah pertunjukan seks langsung dan film serta foto
vang mengeksploitasi anak-anak secara seksual.'”

? Ronald Dworkin. Is There a Right to Pornographyv? Oxgord Jorrial of Legal
Stadies. Vol. 1. No. 2, (Summer, 1981), hal. 177-212. Diakses melaiui huep:/ /\V\.ﬁ”‘»‘.
istorore pada 3 Juli 2008,

N)m'., hal 178,
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3. Kelompok Kepentmgan Pendukung. Perlmdungan Halk dan
. Kepentingan Perempuan
s Kelompok kepentingan ketiga ; aé'ﬂah Lelompok puempmn vang
mehlmt pornografi sebagai bentuk kekerasan tethadap perempuan.
Pandangan sepertl ini: diadvokasikan oleh kelompok perempuan vang
' tergabung dalam Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan (JKP3).

Kelompok ini berpijak pada pemikiran kaum feminis ant-pornografi

dengan mengacu, pada_pandangan Andrea Dworkin dan Catherine

"\:iac:ﬁunnon di Amcrﬂxa Serikat. Pornogmﬁ dilihat sebqtmz bentuk
chslmmm’tsl scksual telh’ld’ip perempua, }’utu bentul-bentuk grafis
vmg ‘;ecqm cksphslt mengsubordinasikan perempuan dalam bentuk
O"ambar atau tuhsm Kagenanya, keiompok perempuan harus meminta
lxmchhn atas Lelugmn ‘tersebut ke pengadilan terhadap para pembmt
pcn inal dan é}smbutomm Dworkin dan MacKinnon beranrrgap'm
bahwa puempuaﬁ dapat mempcloleh hak—hqk 31911 dan menjadi manusia
seutuhnm bila mereka telah mcmenangkaﬂ pertarungan melawan
pomogmﬁ. Oleh karena i itu, merela menyusun, mengkampanyekan dan
1nen€r1d\f01;’lsi]<an Mode! Ordinance ke seluruh negara bagian Amerika
agar éndops; 5eb'10ffu l\etcntuan pentmturan poraografi yang melindungi
hak-hak perempuan.’

Namun demikian, JKPo mengmt@ap RUU Pornografi tidak
mdmdunm hak-hak dan kepentungan perempuan. Pada intinva, perlu
ada larangan terhadap materd pornograf yang mengandung unsur-unsur
kekerasaan dan degradasi perempuan seperti penempatan perempuan
sebagai obyek kekerasaan seksual, misalnya diperkosa beramai-ramai,
penampilan perempuan sebagai obyek pemuasan seks dengan tindak
kekerasan dan sebagainya. Selain itu, RUU Pornografi perlu melihat
masalah ?erempuan, anak dan pomograﬁ dalam kaitannya dengan
perdagangan perempuan dimana perempuan dan anal merupakan
korban dalam relasi sosial yang timpang. Sehingga, perlu ada terobosan-
terobosan pendekatan penanganan perempuan dan anak korban
perdagangan manusia vang dijadikan schagai obyek komersialisasi
seks,

Ada enam poin yang menjadi kritik JKP3 terhadap RUU Pornogyafl,
vaitu RUU Pornografi lebih mengatur peredaran produk pornografi,

' Lynae Segal, Pornocraphic Batdes, Indexc on Copvarshin, 29:2. hal. 45-52, Diakses

melalai Swets Content Distribution pada 4 Juli 2008,
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Bukan pe;ll'iku orang; tidak boleh mengmterveum wilayah privat orang
- dewasa; tidak boleh mengkriminallan korban pornografi; harus melarang

pomocrraﬁ anilk; harus menutup. akses bqgl anak dan orang vang belum -
“dewasa terhadap pornografi dan: harus membedakan secar’t tegas antqrq _
' pomogmﬁ dengfm seksmhms crouiﬂ budaya dan sem '

B Kmer}a DPR dalam Pembahasan R"UU Poz:noorraﬁ

i Mcslq dalam prosesnva 'td’l duq frakba yma menolqlx bflhlxan'_
melakui\m alssi palk-out, nqmun scbagnn besar fraksi menvc:tu;ui
penuesahm RUU Pornografi. Bila dilihat dari dua parameter yang
diberikan oleh Daniel Dhakidae, DPR dalam proses legislasi RUU
pornog crmﬁ tidak memenu}n Pd.r’ll'ﬂ(_iier chemqn politik dan ixemampu'm
‘{elxn;s DPR memanhatk’m momentusms menjelang persiapan pcmllu
9009 untuk mengesqh kan LU Pornogmh Selain jtu, proses pembqhasqn
tidal pammpamf dengan tidak memi)ukq pintu partisipasi bagi semua
kclompo Lepentmg‘m Dalam pandangan mininya, Fraksi Partai
Golongan Karva menyatakan bahwa selama pembahasan RUU
Pomogmﬁ di sagqlq forum di DPR mendorong terciptanya di’].lﬁ]\tllxﬂ
yang produktif, antar fraksi maupun antara fraksi dengan pcmenntah
sehingga rumusan UL yang dihasitkan nantt betul-betul mengakomodasi
kepentingan masyarakat dan menghasilkan kualitas UU vang baik
pula.t |

| Dari segl kemampuan teknis, mengolah dan mengartikulasikan
aspirasi masyarakat ke dalam RUU Pornogtaf pada prakeekaya dilakukan
dengm cara mengubah, menghiiancr can dan memasukan ketentuan
sebagai bentuk akomodasi terhadap kritik yang masuk ke dalam pasal-
pasal dan penjelasan, Misalaya, kritik mengenai ancaman terhadap seni
dan budaya direson dengan mengakomodasinya di Pasal 3 dan 14, atay

2 Press Release “Undang-Undang Pornografi: Cacat Prosedur dan Terialu
Prematur untuk Disahkan?”

H Kritik F-PDIP menyangkut mengenal peayelundupan pengasuran pornealksi
dalam definisi pornografi, wlisan porso dalam peramran perundang-undangan tentang
pornografi dan peran serta masyarakat, Sementara keitik dari F-PIDS menvangiur
detinisi pornografi yang multi-interprewsi, perempuan vang diposisikan sebagal pihak
yang “bersalah” dan karenanya perlu diatur mengenai gaya, cara berpakaian dan apa
vang bisa dikerjakannya.

H '§3r*ndf:‘rmr akhie muni Fraksi Parrai Gollar PR BT rrarhrzr%qiw BRI tentang

Pernografi, disampatkan oleh Drs. fsmail Tajudding, tertanggal 28 Oktober 2008
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kompromi tentang jenis matesi pornografi pada pasal 4 dilakukan dengan
mgny_at_ukan---k_onsep :p__em_erint_ﬁh dan :DPR dengan menggabunglkan
jenis-jenis materi pornografi, yang sebelumaya dibagi menjadi pornografi
ringan dan berat. Namun demikian, proses yang demikian berpeluang
unml\ mcngh*%s}l can peraturan perundang-undangan yang salah sasaran
~dan tidak menyentuh persoalan dasar kritik terhadap perspekdif dan
_'_pendcixatan yang digunakan dalam RUU pornografi. -

1 Kinerja DPR dalam. pembqhasan RUU Pomogzaf} darl dua
'pqmmeter tacil d’lp’lt d1hhat pqdq pen}ehsan berikut ini.

1 Proses Pembahasan yang Tldak Part151pat1f

Surat Presiden diajukan ke IDPR pada 20 September 2007 chn rapat
dengar pendapat yang pertama dengan pemerintah dilakukan pada 8
November 2007. Namun demikian, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
sandingan Pemerintah dan DPR tidak dibahas di Pansus, terutama untuk
pasal-pasal yang berbeda. Pembahasan ini dilimpahkan ke rapat Panitia
Kerja (Panja) vang diputuskan bersifat tertutup. ‘

~Tata Tertib DPR memang mengandung logika terbalilk dalam
berdemokrasi dimana rapat Panja tertentu dilakukan secara tertutup
kecuali dinyatakan terbuka,'” namun beberapa terobosan telah
dilakukan IDPR untuk melakukan rapat Panja terbuka, misalnya RUU
Kewarganegaraan, RUU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, dan RUU Pelayanan-Publik. Oleh karena itu, pembahasan RUU
Pornografi dalam Rapat Panja tertutup merupakan kemunduran DPR.
Panja RUU Pornografi vang tertutup menghambat partisipasi masyarakat
dan menunjukkan rendahnya kepekaan politik Pansus RUU Pornografi,
terutama mengingat substansinya yang menuai kritik dan protes keras
dari masyarakat.

-Pintu partisipasi dibuka, namun tidak berlaku untuk semua kalangan.
Kelompok perempuan mengalami kesulitan dalam menghadizi rapat-
rapat Panja yang tertutup. Yang dapat dilakukan adalabh melakukan
audiensi dengan beberapa anggota Pansus RUU Pornografi melalui
fraksi-fraksi.' Dalam pendapat akhir mini Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (F-PKS) hanya disebutkan kelompok-kelompok pendukung

¥ Pasal 95 ayat (2) Tata Terdb DPR
1 Catatan audiensi JKP3 dengan Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat

Nastonal dan Fraksi PDIP
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'. Sépé:rt'ii. KPATL; ASA-'Indonesizi“ dan :Perhimpunan MTE, namun- tidak
nienyebutkan kelompo c masyar 'lls,ﬁf yang membcrﬁ\an kritik terhad'lp'

RUZJ Pornograﬁ

2 Masalah Pomoomﬁ sebqgal Persoalan Morahms dan Esu
"”f"‘Agama S e et
_ ' MNaskah 'Al\.adermh adalqh tempat vana tepat untuk mcnggah '
Iandas'm filosofis suan RUUL Latar belakang flosofis RUU Pornograf

" adalah keinginan untuk meluruskan- moralitas bangsa Indonesiadi
tengah perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi dimana
masyarakat Indonesia telath mengadopsi nilai-nilai budaya tertentu yang
tidak sesual dengan nilai-nilai Pancasila dan mengancam persatuan dan
kmqmm dengan perbuatan yang tidak bermoral, melanggar etika, tidak
sopan, serta tidak menghargai dan menghormati kepentingan umuim. 8
+ Perbaikan moralitas, althlak dan etika berbangsa ini juga mewarnai
pandangan sebagiarr besar fraksi-fraksi di Pansus RUU Pornografi.
Perdebatan mengenai akhlak dan moral pun’ berkembang menjadi

persoalan penerapan syariat Ishm sehmcrsoft 1su agama pun mewarnal
proses pembahasan. i

Pansus RUU Pornografi sempat merespons isu agama ini, antara lain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) yang dalam pandangan
mini fraksinya menyatakan bahwa tujuan dari RUU Pornografi adalah
melindungi dan bukan memecah bangsa Indonesia. Lebih jauh
dikatakan bahwa semua agama sangat menjunjung nilai-nilai moralitas
dan melarang pomowmﬁ Y288 dclpfxt merusak moral umatnya. Selain

7 Pendapar Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap RUU renzang
an(wnh vang dis'tmp'u]\an oleh H., Hilman Rosyad Syihab, tc:rtmgrrqi 28 Oktober
2008, ‘

7% Naskah akademik RUU ini juga menempatkan RUU Pornografi sebagai: (i)
pedoman bagi masyarakat dalam memilah budaya di era globalisasi; (i) alat transformasi
bagi masyarakat vang tidek menganut budaya yang sesual dengan nilai-niiai Pancasila;
(iii) alat untuk mengurangi tedadinva kasus-kasus kejahatan seksual dan perbuatan
a-moral atau a-susila vang mengganggu twjuan pasional dalam Alinea 1V UUD 1945;
(iv) instramen tambahan yang mengurangi kemungkinan terjadinya kenflik sosial vang
diakibatkan oleh pornograli sera alat vnntuk menegakan etika, sopan-santun dan budi
lubhwr dalam kehidupan bermasyarakas; meningkatkan kejujuran dan sikap amanakh
datam kehidupan berbangsa dan meningkatkan penghormatan terhadap ketentuan
hukum dalam kehidupan bernegara (Naskah Akademik RUU Pornografi hal. 3-5).
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Hnwbmwnm Kusur PmbhnRUtPngf -

1tu _'_I"ml;s; ]?arteu Kebangkltan Bangsq (F PKB) dahm pandmgan mini |

Fraksinya menyatakan bahwa kornitmen DPR tersehut seiring dan. ﬁdak o i

5 pc1lu c:hbenmrkm denwan quia Leblunekwn adat 1suadaf_ budavq rltual
"_kearramaan sampai falx_m cara bcrpakzua R

rnencrhcumam mehnduﬂgl d;m melcstﬂ.nl

- peny barluasan d&n peng ganaan matert s&ksmhtas untui kepeﬁungan AT

| ataw Van{,, mermllfm mlal seni dan budayq adat. 1st1ada1 dan 11tu'11

Namun denuknn tmL pl]ak RUU ani sc]ak a\mi bexpwmg p’ida
_ dua gagasans Permma bahwa seni dan budaya Indonesia mengandung
materi: pornograﬁ vangditoleransi’ dan dltemma masyarakat. Kedua,
materi-matesi seni dan budaya Indonesia tersebiit dapat membanglqtlxan
hasrat scksual dan melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat, UU
Pornografi melihat tubuh dan seksualitas dalam segala aspek dan béntuk
representasinya sebagal pornocrmﬁ” termasuk dalam pencre(:uahan—
pengccuahannva 1) I : e

Perspekaf UU ini mehhat sc—:gala bentuk dan representw “materi
seksuahtas sebagal materi pornografi, termasuk ‘segala jenis hasil
karya budaya, materi pendidikan dan pengobatan, Pengecualian yang
dilakukan térhadzip budays, pendidikan dan‘pengobatan dilihat scbagai
beatuk “toleransi masyarakat Indonesia terhadap pomogmh” sepcm
yano tercanmm dalam naslnh qi\aderms

‘... masyarakat Indonesia yang umumnya masih menjunjung

- tinggl nilai-nilai Pancasila pada tingkatan tertentu memiliki

toleransi terhadap pornografi. Mereka memahami bahwa dalam

kondisi tertentu bagi sebagian orang-orang, pornografi merupakan

‘suatu’ kebutuhan (misalnya: untuk twjuan pengembangan ilmu
' pengetéhuan atau pengobatan gangguan kesehatan seltsual).”

- Meski pasal 14 mengakomodasi tuntutan kelompok kepentingan
pendukung seni dan budaya Indonesia, namun penjelasan Pasal 14
kontradiktf dengan menyebutkan salah sata bentuk karva seni dan

hudava. Indonesia yane disngoan mencandine materl. sekenalitas
=z 7 < o T 7 T3 F
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yaitu - patang telanjang yang'menggambatkan lingga dan yoni: Dengan
demikian; meskipun-ada“ pengecuahan untuk hasil-karya budaya,
pendidikan dan pengobatan, RULini- tetap menempqtkan karya seni
dan budaya sebagai “materi pornograft yang ditoleransi” dan disejajarkan
-denuan matem materi p(}rnogmﬁ di Internet mqupun VCD- VCD_

' Selam 1tu pada Lenyataqnny'a qng o1a DPR yang tc,rhbat di Pansus
_dm Pan]a RUU Pornografi<j juga tidak: berusaha. untuk meredam. 1bL1.__"
Agama-yang. menyeruak: ke permukaan dan mencoba mengembalikan -
jalur pembahasan ke persoalan-penyelesman dan pengaturan pornografi
di Indonesia. Sebalikaya, mereka berkontribusi menambah kekeruhan
ini dengan mengeluarkan perayataan yang kemudian dikutip oleh media
massa, vaitu'dengan memanfaatkan momentum bulan Ramadhan dan
menempatkan pengesahan RUU! Pomogzaﬁ sebag'u ‘kado ramadhan®
quarta Post, 12/ 9/ 2008) ™y :

3. Masalah Deﬁmm Poxnograﬁ

~ Membaca UU Pornografi harus dilfikukan dengan mengaitkan Pas*d
1 mengenai definisi, Pasal 4-14 mengenai larangan dan pembatasan, serta
Pasal 29-41 mengenai ketentuan pidana dan penjelasannya. Definisi
akhir y“mtr d1sepal«.at1 adalah: - -

“Pornog1 af1 ad’tlah materi seLsuahtas yang dibuat oleh manusia

.- dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,

gambaz bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh,

atau bentuk pesan komunikasi lain, melalut berbagai bentuk media

- komunikasi danyatau pertunjukan di muka umum, yang dapat

membangkitkan hasrat scksual dan/atau melanggar nilai-nilai
-:kesusilaan dalam masyarakat.”

LN 11

Definisi tersebut masih mencantumkan “gerak tubuh”,
ch muka umum” dan “dapat membangkitkan hasrat seksual” yang
diprotes oleh pelbagai kelompok kepentingan karena rumusannya yang
ddak jelas, subyckdf dan membuka peluang untuk multi-interpretasi.

Namun, alasan yang diberikan untuk merespon hal tersebut adalah

pertunjukan

bahwa definisi itu “dikunci” oleh ketentuan Pasal 4 yang mengatur

1ﬂmhgqﬂ'dﬂﬂ:pmﬂh"!mqm menc;ﬁﬂqi matert nornoeraf vane diiﬂr’mg
Q. L i v ¥ L.
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: Pasal 4 terd;r; dati 2 ayat yang secaga tClpiS’lh 1‘1’]61‘1g’11111‘ materi pornografi
:dan ]as'a porno grafi. Pcmbatasa:; yang diberikan terhadap materi

-dan jasa: pom grafi yang' dilarang: adalah: persenggamaan, termasuls

| persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau
-omm Lel:eim]ancran atau tqmpdan vang mcngemn kan L&telqn] angan; alat
_' mengehbmam malxsud dan qual 4 ini, \Tqmun demlkmn lxetentuan ini
: -maszh bem}asahh di 2 fmmranyfl soal pen]elas'm persenggamann yang

- menylmpfmgD }anfr dmrukm Sal’lh satunya scbagai- homosehsaal dan o

lesbian.

Sebelumnya, salah satu dari naskah Pemerintah atau DPR pasal 4
mengatur dua jenis materi pornografi, yaitu materi pornografi ringan
dan ‘berat. Hal ini dimaksudkan untuk membagi pornografi vang
dilarang secara total dan pornografi yang masih dibolehlkan namun perlu
regulasi lebih lanjut berkaitan dengan aksesnya, uramanya terkait dengan
perlindungan terhadap hak anak. Namun berdasarkan kesepakatan di
Panja, pembagian tersebut ditiadakan dan berubah menjadi larangan dan
pembatasan‘mengenai matesi pornoggafi dan jasa pornografi.

‘Namun demikian, dasar dan parameter pengklasifikasian dari
Pasal 4 tidak sejelas sebelumnya daa justru menyulitkan publik untuk
memahami posisi dan pendekatan dari UU Pornografi ini dalam
mengatur pornografi. Sebagai contoh, tidak jelas alasan apa yang
mendasari ‘pembuat UU unruk memasukkan ketelanjangan, onani dan
masturbasi serta pornografi anak dan kekerasan seksual dalam kategori
yang sama. Tidak heran bila masyarakat masih memiliki kritik terhadap
kesepakatan panja.

~ Selain itu, beatuk akomodasi aspirasi masyarakat juga dituangkan
dalambentuk pembatasan yang dirumuskan pada Pasal 4 beserta
penjelasannya. Penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf d memberikan
pembatasan mengenai materi dan jasa pornografi yang difarang, yaitu
salah satunya “alat kelamin yang ditampilkan secara elesplisit”. Schingga,
selama tidak menampakan alat kelamin sccara ekspiisit, maka tidak
dikategorikan sebagai materi atau jasa pornografi yang dilarang, Meski
masih menimbulkan perdebatan mengenai “alat kelamin”, apakah
termasuk bagian dada atau tidak, dengan demikian, majalah-majalah
seperti Playboy, FIHIM dan lainnya vang sempat menjadi korban amukan

QAN PrOTES THASSA SCNATUSYA ferhindungl dengan pengaturar .
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4 Masalah Pornografi dan Perlindungan terhadap Perempuan

Bebempa fraksi dalam Pansus RUU Pornografi telah menyatakan

: bahxm sqhh satu keberhasilan proses pembahasan adalah Lerakomodasmx 2
masukan: dan ixrmi\“ dard pelbagai kelompok kepentingan. Bahkan salah
satu.; fralxm ‘menyatakan-bahwa UU Pornograft yang dihasilkan sudqh
nciak. }agl mencrandung blas gender Hal ini diutarakan sebagai- reqpc}n -
V‘mg mengknmmalkan Loﬂoan por nogmﬁ V’lﬂg wmwmnya PCan’lle’iﬂ
dan anakeanak; UUinitidak peka terhadap relasi sosial, kultural -dan

ekonomi yang timpang yang melatarbelakangi kasus-kasus perdagangan
percmpuqn dan anak: :

-1 sist lain, peadekatan momi vang menjadi landasan UU ini
mambuat penckanan ‘yang berlebiban kepada faktor moral individu.
Sebagat tambahan, faktor tidak adanya sanlksi yang berat untuk tindak
pidana. pornografi merupakan salah satu alasan kuat lahirnya UU 1ai.
Alcbatava, pendekatan yang dihasilkan dalam menyelesatkan pornografi
cenderung meneckankan pada penekanan- sanksi texhadap individu-
individu yang dianggap terlibat dalam industri pornografl, termasuk
paga model pornograf yang diatur pada Pasal 8: “Setiap orang dilarang
dengan sengaja atau agas persctujuan disinya menjadi objek atau model
yang mengandung muatan porpografi’”, - :

Sehingga, pengertian “tidak bias gender” dipahami sebagai tidak
menyebutkan kata “perempuan’ saja. Hal ini tente tdak menyelesatkan
beberapa masalah. Pertama, fakta bahwa korban industri pornografi
kebanyakan perempuan dan anak. Meski ada pengecualian untuk model
pornografl yang melakukannya di bawah tekanan dan ancaman, namun
RUU ini masth menggunakan pendelkatan kriminalisasi. Kedua, tidak
memberilsan solusi bagi perempuan dan anak korban perdagangan
manusia yang digunakan untuk kepentingan industri poraograft yang
tidak dengan persetujuan dirinya menjadi objek pornograf. Ketiga,
UU Pornografi tidak mengatur definisi “objek pornografi” sehingga
ancaman sanksi disamaratakan dan dapat diberlakukan bagi model
pornografi yang masuk kategori anak (di bawah usia 18 tahun) dan
orang yang belum dewasa (18-21 tahun).

Oleh karena itu, UU Pornografi tetap tidak memiliki perspeltit
korban terhadap perempuan dan anak yang menjadi obyek posnografs.
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Selain if; solusi vang ditﬁ“fﬁ}_l&.ﬂn adqlah penekanan pada pembenm
qanLSi pldaua Lel}.}ﬂd’%p para pelaku (p; i f”ewm’szf 9) P

_ 5 Masalah Hak indwndu dan ?erhndungan teihadap Anak

i .Scbcnarnm satithal yang chsepaixa%,z olehisemua pihak. fldalah
: 'peﬁmdungan anak’ tuhadup potnografi’ Secara umum, kesepakatan
-_Jumum vang ‘oerlalxu diseluruh durnia adalah R0 fo/ewzzce terhadap
pornografi anak. Zero tolerasice mer up’lkqn Leim;qkm yang S'mgat restrikeif
"'terhadap segfﬂa benguk: pomogmﬁ anak; yaito penutupan’ akses b‘lél -
anak terhadap mater:: pomogmﬁ danilarangan total untuk scgqh eris
materi pornografl yang menyanglkut: anak, mulai dari yang menggunakan
anal sebagai model hingga miateri pornografi yang menggunakan orang
dewasa namun mengesankan ‘anak-anak: Pendekatan <ero tolerance jaga
termasuk- pelarangan total vang juga merambah ruang privat hingga
viituk memiliki'materi pornografi anakpun melup“&nn tindak pldqm

B’lgaxmamlﬁh posisi UU Pornografi mengenal isuini? '
“Hanya dua pasal yang mengatur -pornografi anak ‘yaitu Pasal 15-
16: Pasal' 15 UU Pornografi memang mengatur mengenai kewajiban
melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah alses analk
terhadap informasi pornografil. Namun, Pasal ini masth belum berlaku
efektif karena tidak menjelaskan jenis “kewajiban? apa yang perlu
dilakukan. Kebijakan yang mungkin berlaku efektif adalah mengeliarkan
peraturan teknis vang meskipun berada di bawah UU namun lebih
menjamin tertatapnya akses anak terhadap media pornografi, misalnya
melalui peagaturan untuk warnes, lapak-lapak koran dan majalah, dsb.
Sementata itu, demi mengakomodasi tuntutan perlunya penghargaan
hak individu, diputuskan untuk menambah penielasan Pasal 4 ayat (1)
dan Pasal 6, yaitu larangan untuk membuat (Penjelasan asal 4 ayat (1)),
memiliki atau menyimpan (Penjelasan Pasal 6) tidak termasuk vntuk
dirinya sendiri. Hal ini mengacu pada larangan unrulk memperdengarkan,
mempertontonkan, memanfaatkan, memilild, atau menyimpan produk
pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang

¥ Pt remedin adalah svar konsep vang dikenal dalam hukum pidana di
mana sanksi pidana ditempatkan sebagai solusi utama dalam penegakan hukum.
Pendekatan ini sudak jarang digunakan dalam wacana hukum pidana dan digantikan
dengan peudc,lﬂtm witini mizm’zm;z, v’utu pcacic catan yang mencmpatkan sanksi

b I ! . 1 oy 1o 1. i ! P,
T AT u_un(_’ i o & e L ‘gm“u fimiyisves iy x._,: t’“’“"a-‘ [Tt au e iRy ¥ oy
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diberi kewenangan oleh perundang-undangan. Salah satu yang d_ia_tur_
dalam Pasal 4 ayat:(1) adalah pornografi-anak. iy

Sehingga, membaca Pasal 6 dikaitkan denmn Pasal 4 ayat (1)
mengenal i pornografi anak; UU Pornografi ini membolehkan kepemilikan
dan penyimpanan. uatuk diri sendiri ‘mateti.pornografi anak. Hal ini
sangat bertentangan dengan kebijakan zero foerance texhadqp pornografi -
anak yang sudah menjadi kescpqlmi;an internasional. S

“Hal ini-terjadi karena proses. pengoiahan dan pengami&ulasmn'_
3sp11a51 m&syamkat x,ang ‘dilakukan secara terburu-buru- dan belsufat _
tambal-sulam, salah satunya dari pembahasan di Pasal 4. Di sisi lain,
masukan mengenai hak individu, diakomodasi dalam penjelasan Pasal 4
ayat (1) dan Pasal 6, tanpa menyadari. dampa inya terhadap peﬂoaturfm
pornograﬁ anak yang diatur'pada Pasal 4.

- Dari penjelasan di-atas, dapat diambll E«J_sn”npulan 'bahwa DPR
memlhlu kelemahan dalam dua parameter utama, kepekaan politk
dan kemampuan teknis dalam proses pembahasan RUU Pornografi.
Cara mengolah dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat yang hanya
sekedar menambal-ulang pasal dan penjelasan serta tidak menyentuh
fondasi permasalahannya terbukti menghasilkan produk hukum yang
tidak saja sulit dibaca, namun juga tanpa sadar justtu melanggar hal-hal
yang menjadi kesepakatan dan kepentingan bersama, yaitu zero foferance
terhadap pornografi anak serta belem tentu menyelesaikan masalah
pornografi di Indonesia,
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: thatan Rapat Pamm I\er)a RUU tentang Pomogmﬁ Dewm Perw alqlfm
- Ralkyat RT 12 Juni:2008 T R T (TR D I
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